
 

i 

 
 



 

i 

 
 

HUKUM KEWARISAN 

ISLAM 

 

 

 

Dian Dewi Khasanah 

Abdul Kodir Alhamdani 

Indira Swasti Gama Bhakti 

Oneng Nurul Bariyah 

Mardhatillah Ali 

Kasiani 

Hani Sholihah 

Halmi Abdul Halim 

Farhan Asyhadi 

Marlisa Elpira 

Yudi Wahyudin 

Mega Ayu Ningtyas 

Mukhammad Nur Hadi 

Cucu Solihah 

Haposan Sahala Raja Sinaga 

Anis Rifai 

 



 

ii 
 

 

HUKUM KEWARISAN ISLAM 

 
 
 
 

Tim Penulis: 
Dian Dewi Khasanah 

Abdul Kodir Alhamdani 
Indira Swasti Gama Bhakti 

Oneng Nurul Bariyah 
Mardhatillah Ali 

Kasiani 
Hani Sholihah 

Halmi Abdul Halim 
Farhan Asyhadi 
Marlisa Elpira 

Yudi Wahyudin 
Mega Ayu Ningtyas 

Mukhammad Nur Hadi 
Cucu Solihah 

Haposan Sahala Raja Sinaga 
Anis Rifai 

 
 
 

Editor  : Anik Iftitah, S.H., M.H. 
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum. 
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz. 
Ukuran  : UNESCO 15,5 x 23 cm 
Halaman : ix, 243 
ISBN  : 978-623-8385-74-4 
Terbit Pada : Juni 2024 
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023 
 
 
Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis 
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini 
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan 
penulis. 
 
PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA 
Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten 
Email  : sadapenerbit@gmail.com 
Website  : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com 
Telpon/WA : +62 838 1281 8431 

mailto:sadapenerbit@gmail.com


 

iii 
 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Hukum Kewarisan 

Islam," dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya 

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam 

mengenai hukum kewarisan dalam Islam, yang merupakan salah satu 

aspek penting dalam kehidupan umat Muslim. 

Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis untuk 

memudahkan pembaca memahami konsep-konsep dasar, asas-asas 

hukum, serta aplikasi praktis dari hukum kewarisan Islam. 

Bab pertama menjelaskan mengenai sumber hukum, urgensi, dan 

fungsi kewarisan dalam Islam, memberikan landasan teoritis yang 

kuat bagi pembaca. Bab kedua membahas asas-asas hukum dan 

komponen-komponen kewarisan, yang penting untuk dipahami 

sebelum melanjutkan ke bab-bab selanjutnya. 

Bab ketiga mengupas tentang penyebab dan penghalang 

kewarisan, memberikan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi hak waris seseorang. Bab keempat membahas faraid, 

yaitu aturan pembagian warisan wajib, yang merupakan inti dari 

hukum kewarisan Islam. 

Bab kelima dan keenam menguraikan mengenai pembagian harta 

waris menurut hukum Islam dan proses pelaksanaannya, yang diikuti 

dengan bab ketujuh yang membandingkan hukum waris Islam dengan 

hukum perdata. 

Bab kedelapan hingga kesepuluh membahas aspek kontemporer 

dalam hukum waris, penyelesaian sengketa waris, serta penyusunan 

wasiat yang sah. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum 

waris Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana 

menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. 

Bab kesebelas hingga ketiga belas mengulas mengenai pemberian 

sumbangan dan hibah, dinamika hukum waris dalam konteks sosial 
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dan ekonomi, serta perhitungan pembagian waris bagi ahli waris 

perempuan. Bab ini penting untuk memahami bagaimana hukum 

waris Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi 

sosial. 

Bab keempat belas dan kelima belas menyediakan studi kasus 

mengenai pembagian warisan dalam konteks perbedaan agama dan 

aplikasi praktis penyelesaian sengketa warisan. Bab terakhir 

memberikan contoh aplikasi praktis dan studi kasus yang relevan, 

membantu pembaca memahami penerapan hukum waris Islam dalam 

kehidupan nyata. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum 

yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan Islam. 

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengembangan ilmu hukum dan membantu dalam penerapan hukum 

kewarisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Aamiin. 

 

Salam literasi! 
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DAN FUNGSI KEWARISAN 

ISLAM 
 

 

 

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H. 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang 

penting dan merupakan pilar di antara pilar-pilar hukum yang secara 

mendasar tercermin dari berbagai sumber yang telah disepakati 

keberadaannya. Menurut kitab-kitab fikih klasik, Hukum Kewarisan 

Islam disebut dengan Ilmu Mawaris atau "Faraid," yang bermakna 

ilmu yang mempelajari kewarisan (Khisni, 2017). Kerincian 

pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada 

keyakinan ulama bahwa Hukum Kewarisan Islam bersifat tetap dan 

menolak berbagai ide pembaharuan. 

Namun demikian, terdapat pendapat dari beberapa ulama 

kontemporer yang berpendapat bahwa ada aspek-aspek tertentu 

dalam hukum kewarisan Islam yang tidak bersifat prinsipil dan bisa 

ditafsirkan serta direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan 

kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Pandangan ini 

menunjukkan bahwa Hukum Kewarisan Islam harus mampu 

diterjemahkan dalam konteks masyarakat Islam yang mengitarinya. 
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Meski demikian, pelaksanaan dasar dari hukum kewarisan Islam 

harus tetap berdasarkan dan bersandar pada al-Qur’an dan al-Hadits 

serta mempertimbangkan konteks masyarakat (Nofiardi, 2023). 

Tujuan dari hukum kewarisan Islam adalah untuk menjaga harta 

peninggalan seorang muslim dan memastikan kesejahteraan ahli 

waris yang ditinggalkan, sebagaimana diamanatkan oleh al-Qur'an 

agar tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah (al-Qur'an, 

4:9). Hukum Kewarisan Islam bersifat aplikatif, bukan teoretis, yang 

pengamalannya merupakan kewajiban 'ain, dan mempelajarinya 

adalah kewajiban kolektif atau fardhu kifayah (Kamali, 2008). 

Dalam sejarahnya, Hukum Kewarisan Islam terdiri dari dua unsur 

yang berlainan, yaitu: 

1. Hukum kewarisan yang berasal dari adat dan kebiasaan 

masyarakat Arab purbakala. 

2. Hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an dan dibawa oleh 

Rasulullah. 

Dengan kebijaksanaan para ahli hukum dan semangat 

pembaharuan yang ditanamkan oleh Rasulullah, serta kebijaksanaan 

para ulama sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, kedua 

unsur tersebut kemudian melebur menjadi suatu sistem yang kokoh 

dan sempurna. Namun demikian, terdapat pendapat di kalangan 

ulama yang menyatakan bahwa kedua unsur tersebut tidak akan 

bercampur dan masih dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya 

(Doi, 1984). 

Sebagai contoh, hukum kewarisan yang berasal dari kebiasaan 

masyarakat adat purbakala meliputi kebiasaan menyerahkan harta 

warisan kepada siapa pun yang diinginkan, bahkan jika harus 

menyingkirkan saudara-saudara atau kerabatnya. Dalam kasus lain, 

perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan harta warisan 

hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang mampu berperang. Selain itu, 

perempuan dan budak dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan 

kepada ahli waris, menempatkan perempuan pada masa jahiliyah 

hanya sebagai pelengkap keberadaan laki-laki (Esposito, 2001). 

Dengan turunnya Surah An-Nisa ayat 7 dan 11, hukum kewarisan 

model jahiliyah dihapus dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam 

pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini menghapus diskriminasi 
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pemahaman individu terhadap sistem kekeluargaan yang berlaku 

dalam masyarakatnya. Ini penting untuk memastikan bahwa 

penerapan hukum tersebut tetap relevan dan adil (Kamali, 2008). 

Pembahasan mengenai pewarisan dalam Islam harus melibatkan 

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan. Pendekatan ini akan 

membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang 

mempengaruhi praktik kewarisan. Dengan demikian, transformasi 

ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits ke dalam hukum positif akan lebih 

mudah diterima oleh masyarakat dan dapat menciptakan keadilan 

yang merata (Rahman, 2009). 

 

Penutup 

Hukum Kewarisan Islam adalah bagian integral dari ajaran Islam yang 

didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Penerapannya dalam konteks 

hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Peradilan 

Agama. Namun, untuk mencapai keadilan yang universal, penting 

untuk mengintegrasikan pemahaman tentang sistem kekeluargaan 

yang berlaku di masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa hukum 

yang diterapkan tidak hanya adil secara teoritis tetapi juga praktis. 
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Pendahuluan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas merupakan alas, 

dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga 

memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang menjadi tumpuan atau 

pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Asas juga dapat 

dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar 

perkumpulan suatu negara dan lain sebagainya. Berdasarkan 

pengertian asas menurut KBBI, maka pengertian yang relevan dalam 

bidang hukum adalah pengertian yang kedua, yaitu asas sebagai 

kebenaran, sebagai landasan atau pokok pikiran, pendapat, dan 

sebagainya. dasar dalam proses pembangunan dan pengundangan 

(Nasional, 2005). 

 

Pengertian Asas Hukum 

Asas berasal dari bahasa arab (أٌَسَاس) asasun yang berarti dasar, basis 

atau pondasi. Ketika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang 

dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat 
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(suami) meninggal, ada anggota keluarga yang masih hidup, 

yakni anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan ibu. Namun lima 

menit kemudian, istri pewaris (suami) tersebut meninggal 

dunia. Dalam hal seperti ini, istri pewaris (suami) tetap menjadi 

ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan suaminya 

meskipun ia meninggal segera setelah kematian suaminya. 

Memang benar, saat suaminya meninggal, istrinya masih hidup 

walaupun hanya beberapa saat (Al-Khin, 2013). 

c. Adanya Harta Warisan 

Harta warisan menurut hukum waris Islam yang dijelaskan 

Abdillah Mustari adalah “Harta bawaan dan harta bersama 

dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama 

sakit dan setelah meninggal dunia serta seluruh kewajibannya 

yang belum terpenuhi. Misalnya pembayaran hutang, 

pengurusan jenazah dan pemakaman, serta hutang pewaris baik 

hutang kepada Allah SWT maupun sesama manusia. Harta 

warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda 

tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik 

pewaris yang ditinggalkan ketika ia meninggal. Harta warisan 

ini dapat berupa berbagai macam bentuk dan jenis, seperti uang, 

emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, 

peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, 

domba, sapi, bebek, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah, kebun, 

toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan milik 

pewaris yang di dalamnya ada nilai materinya.” 

Abdillah Mustari dalam bukunya menjelaskan bahwa harta 

warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta 

peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan 

kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa 

benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari berbagai 

ikatan dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan 

adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara 

mutlak (Mustari, 2013). 

d. Alasan Tertentu 

Suatu alasan dapat menentukan secara detail apakah seseorang 

dapat menerima warisan atau tidak. Syarat keempat ini secara 



Asas-Asas Hukum dan Komponen Kewarisan Islam 

 

30 Abdul Kodir Alhamdani 

khusus memungkinkan Hakim untuk menentukan berhak atau 

tidaknya seseorang sebagai ahli waris menerima warisan. 

Seorang saksi yang mengatakan kepada hakim: “si anu adalah 

ahli waris si anu” tidak dapat menerima kesaksiannya hanya 

dengan mengatakan demikian. Dalam kesaksiannya, ia harus 

menjelaskan alasan pewarisan ahli waris (almarhum) (Al-Khin, 

2013). 

 

2. Rukun-rukun Kewarisan Islam 

Adapun rukun warisan dijelaskan oleh Dr. Musthafa Al-Khin ada 3 

(tiga) yaitu:  

a. Al-Muwarrits (orang yang mewariskan). 

Pewaris/orang yang mewariskan (mayit) hartanya setelah ia 

meninggal dunia. 

b. Al-Warits (orang mewarisi). 

 Ahli waris/orang yang menerima warisan yaitu orang yang 

memiliki kekerabatan dengan pewaris dari salah satu dari 

beberapa sebab yang menjadikannya bisa menerima warisan. 

c. Al-Mauruts (harta warisan). 

Al-Mauruts yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris 

(mayit) setelah kematiannya (Yazid Muttaqin, 2024).  

 

 

 

 

************* 
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Pengertian Hukum Kewarisan Islam 

Hukum Waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami setiap 

orang untuk menghindari konflik kepentingan terutama dalam hal 

“kekayaan” atau “harta”. Setiap orang mempunyai kekayaan selama 

hidupnya dan seluruh bentuk aset kekayaan tersebut setelah 

kematiannya akan dialihkan kepada yang berhak menerimanya. 

Orang yang meninggal dunia disebut sebagai "pewaris", dan 

orang yang berhak atas harta peninggalan disebut sebagai "ahli 

waris". Dalam Hukum Waris Islam terdapat istilah yakni al mawarits 

adalah jamak dari kata mirots, yaitu harta peninggalan dari orang yang 

meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta 

tersebut dinamakan al muwaaritsu, sedang ahli waris disebut dengan 

al-warits. Al faraidh adalah kata jamak bagi al fariidhoh artinya bagian 

yang ditentukan kadarnya (Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi 

2019). 

Dasar hukum waris Islam yang utama adalah keadilan. Prinsip 

keadilan sosial dan ekonomi digunakan dalam pembagian warisan, di 

mana setiap ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan 

hubungan dan porsinya. Jika ditinjau melalui sistem hukum Islam 

yang mengatur mengenai hukum waris, maka pembagian harta dan 
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diatur dalam Pasal 209 KHI, menurut Yurisprudensi MA No. 

1/Yur/Ag/2018. 

b. Pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang 

yang dibunuh, ahli waris mengakibatkan pewaris meninggal 

karenanya. 

c. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak 

mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu 

diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang. 

d. Al-Quran dan Sunnah tidak memasukkan fitnah sebagai salah 

satu penghalang pewarisan, dan tidak ada ulama yang 

menetapkan fitnah seperti itu. Oleh karena itu, dari empat 

mazhab fiqh belum ada yang menyatakan fitnah sebagai 

penghalang waris. Fitnah dan salah satu penghalang warisan, 

yaitu pembunuhan, adalah sama, namun kedua kejahatan 

tersebut memerlukan hukuman bagi pelakunya masing-masing. 

Oleh karena itu, ini dapat menjadi alasan untuk menjadikan 

fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana 

pembunuhan (Eltsany and Misbahuzzulam 2023).  

 

4. Dampak Penghambat Warisan 

Adapun dampak dari penghalang kewarisan adalah sebagai 

berikut: 

a. Dengan adanya penghalang kewarisan ini, memberikan 

keadilan kepada pewaris dan ahli waris lainnya. Pasalnya, si 

penghalang sudah membuat pewaris mati dan/atau memfitnah 

pewaris. Dengan menghalangi pelaku kejahatan untuk 

mendapatkan bagian warisan, maka adil bagi pewaris dan ahli 

waris lainnya. 

b. Kehadiran penghalang kewarisan dapat menjadi faktor 

pencegahan terhadap kejahatan seperti pembunuhan dan fitnah 

yang menyebabkan pewaris depresi hingga mati. Potensi 

kehilangan hak waris dapat menjadi pertimbangan bagi 

seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal semacam itu. 

c. Salah satu faktor penghambat kewarisan adalah ahli waris yang 

bukan beragama islam. Tentu saja hal ini menyebabkan rasa 
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tidak adil, meskipun ia adalah ahli waris sah dan ada ikatan 

darah namun tidak berhak menjadi ahli waris karena faktor 

agama. Tapi tentu saja ada solusi bagi ahli waris yang bukan 

islam. Mereka tetap mendapat bagian warisnya, namun 

dilakukan dengan jalan wasiat.  
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Pendahuluan 

Pewarisan merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan 

kepemilikan harta, sedangkan harta merupakan bagian dari 

kebutuhan hidup manusia yang harus terjaga keberadaannya 

sehingga termasuk salah satu kebutuhan pokok kebutuhan esensial 

(dharuri).  Untuk itu Allah SWT. memberikan petunjuk perolehan 

harta dengan cara yang halal (QS. 09:88). Salah satu perolehan harta 

yang halal itu melalui pewarisan.  

 

Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris dalam Islam 

Kata faraid merupakan bentuk jamak dari kata tunggal faridhah 

artinya bagian yang telah ditentukan dengan pasti Kata faraid secara 

etimologi berasal dari Bahasa Arab faradha artinya menetapkan, 

mewajibkan (Ma’luf, 1973). Dalam al-Quran kata faradha bermakna 

Taqdīr (suatu ketentuan)/QS.2:237), al-Qath’u (ketetapan yang 

pasti)/QS.4:7), al-Inzāl (menurunkan) /QS. al-Qashash:85), al-Tabyīn 

(penjelasan)/QS. al-Tahrim:2) dan al-Ihlal (menghalalkan)/QS. al-

Ahzab:38) (Faris, 2003). Kata faradha bisa juga bermakna 

“memberlakukan hukum” (William Thomson Wortabet, 1984).  
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b. Hadits Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-

Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad. 

جَاءَتِ امْرأَةَُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ بِِبْ نَ تَ ي ْهَا مِنْ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ   
صلى الله عليه وسلم فَ قَالَتْ يََّ رَسُولَ اللََِّّ هَاتََنِ  -سَعْد  إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  

ابْ نَ تَا سَعْدِ بْنِ الرَّبيِعِ قتُِلَ أبَوُهُُاَ مَعَكَ يَ وْمَ أُحُد  شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا  
الََمَُا فَ لَمْ يَدعَْ لََمَُا مَالًً وَلًَ تُ نْكَحَانِ إِلًَّ وَلََمَُا مَالٌ. قاَلَ »  أَخَذَ مَ 

ُ فِِ ذَلِكَ «. فَ نَ زلََتْ آيةَُ الْمِيراَثِ فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صلى   يَ قْضِى اللََّّ
هِمَا فَ قَالَ » أعَْطِ ابْ نَتََْ سَعْد  الث ُّلثَُيِْْ  وَأعَْطِ   الله عليه وسلم إِلََ عَمٍِّ

 أمَُّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بقَِىَ فَ هُوَ لَكَ “

 

Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada 

Rasulullah Saw. bersama dengan dua anak perempuannya. Lalu ia 

berkata : “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah 

gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka 

mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan 

apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. 

“Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” 

Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si 

paman kemudian berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua anak 

perempuan Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya 

ambil untukmu.”  

Hadits di atas menegaskan pembagian warisan bagi dua anak 

perempuan dan istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an. 

Posisi hadits Nabi sebagai bayan taqrir atas hukum-hukum waris 

yang ditetapkan dalam al-Qur’an. Selanjutnya sabda Rasulullah 

yang menjadi taqrir atas hukum waris dalam Al-Qur’an adalah 

hadits berikut: 
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قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   قاَلَ  ابْنِ عَبَّاس   اقْسِمِ   -صلى الله عليه وسلم-عَنِ   «
 الْمَالَ بَيَْْ أهَْلِ الْفَراَئِضِ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ فَمَا تَ ركََتِ الْفَراَئِضُ فَلَأوْلََ ذكََر   
 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas diterima dari Nabi SAW. beliau 

bersabda: “Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris Menurut 

kitabullah (H.R. Muslim dan Abu Dawud) (A. D. S. bin al-‘As’ats Al-

Sajistani, 2002). 

Hadits di atas perintah untuk selalu berpegang kepada 

Kitabullah dalam pembagian warisan. Perintah Rasulullah sebagai 

penetapan penguat terhadap perintah Allah dalam al-qur’an 

tentang perintah menjalankan hukum waris Islam sesuai petunjuk 

Allah (QS. al-Nisa ayat 13). 

Penetapan hukum waris yang wajib dilaksanakan oleh umat 

Islam tentu memiliki maksud dan tujuan mulia, karena Allah 

sebagai penetap syari’at sangat mengetahui keadaan manusia. 

Tujuan syari’at semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. 

Prinisp dasar pelaksanaan warisan adalah ketaatan dan kepatuhan 

yang berlandaskan tauhidullah. 
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Wasiat 

Ajaran agama Islam yang bersifat sempurna dan menyeluruh, tak 

luput pula menyuguhkan berbagai macam solusi dari setiap problem 

yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problem yang berkaitan 

dengan kehartaan. Problematika pembagian harta sering kali terjadi 

saat pemilik harta meninggal dunia. Oleh karenanya, Islam datang 

membawa konsep kewarisan dengan berlandaskan prinsip keadilan. 

Sebelum pembagian warisan, perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah 

si pewaris pernah membuat pernyataan tentang harta yang 

dimilikinya akan diserahkan ke siapa atau dipergunakan untuk apa 

saat sepeninggalnya. Pernyataan inilah yang dinamakan sebagai 

wasiat. 

1. Pengertian 

Secara etimologi, wasiat berarti pesan, amanat atau janji. Adapun 

secara terminologi, wasiat merupakan pesan dari seseorang yang 

ditujukan kepada orang lain untuk mengelola hartanya 

sebagaimana yang diamanatkan dan dilakukan ketika ia telah 

meninggal dunia.(Haries, 2019) Terminologi lain dari kata wasiat 
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2. Wakaf 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpendapat bahwa istilah wakaf 

diambil dari kata “waqafa” yang berbahasa Arab yang maknanya 

penahanan harta benda untuk diwakafkan. Wakaf menurut mazhab 

Syafi’i dan Hambali ialah tindakan pelepasan harta benda yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif. Maksud dari pelepasan harta 

yaitu setelah rampungnya prosedur perwakafan, orang yang 

mewakafkan hartanya tersebut (wakif) tidak berhak memiliki 

secara pribadi kembali hartanya, sebab harta tersebut telah 

diterima oleh mauquf ‘alaih (penerima wakaf) sebagai harta wakaf. 

Itu artinya harta wakaf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta 

warisan yang berhak dimiliki oleh ahli waris setelah wakif 

meninggal dunia. Harta wakaf tersebut telah menjadi tanggung 

jawab atau kewajiban mauquf ‘alaih untuk dikelola demi 

terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Ketentuan-ketentuan 

wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

 

3. Hibah 

Sebagian besar kitab-kitab fikih mengaitkan pembahasan 

pembagian harta dalam bentuk hibah dengan pembahasan faraid 

atau hukum waris. Hibah yang dimaksud ialah penyerahan harta 

untuk dimiliki oleh orang lain yang masih hidup tanpa berharap 

imbalan atau secara sukarela. Pengertian ini sejalan dengan apa 

yang tercantum dalam KHI pasal 171 (g). Adapun hibah menurut 

Sayyib Sabiq yaitu akad yang berisi pemberian harta untuk 

seseorang tanpa adanya imbalan.  

Hibah yang dikenal dalam hukum adat adalah penyerahan 

harta benda bersifat tetap yang dilakukan orang tua baik itu untuk 

anaknya maupun orang lain. Sebagai contoh orang tua memberikan 

harta benda kepada anaknya yang sudah menikah sebab ia akan 

menempuh kehidupan baru yang terpisah dari orang tua. 

Syarat seseorang yang boleh menghibahkan hartanya ada dua 

yaitu berakal sehat dan berusia minimal 21 tahun. KHI pasal 212 

menjelaskan bahwa harta yang sudah dihibahkan kepada orang 

lain tidak dapat dimintai atau ditarik lagi, terkecuali harta yang 

dihibahkan kepada anak sendiri. Meski demikian, tetap harus 

berlandaskan prinsip keadilan dan tanpa adanya kezaliman. 
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Pendahuluan 

Peristiwa kematian seseorang membawa akibat hukum pada 

berpindahnya hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia 

kepada seseorang atau beberapa orang lain yang ditinggalkannya atau 

disebut ”warasah” yang artinya adalah ahli waris dan wali (Pol 

Rahman I, 2002). Dengan demikian maka kematian seseorang 

menimbulkan cabang ilmu hukum tentang pemindahan hak atau 

penyelesaian harta peninggalan si mayit kepada keluarga (ahli waris)-

nya, yang disebut hukum waris atau dalam hukum Islam dikenal 

dengan  sebutan ilmu mawarist, figh mawaris atau faraidh.  

Hukum waris di Indonesia diatur dengan 3 (tiga) dasar regulasi 

yang terbagi dalam 3 (tiga) dasar hukum yaitu : 1). Hukum Waris 

Islam, hal-hal yang diatur dalam hukum waris Islam yaitu ketentuan 

hukum waris dalam fiqh Islam, atau disebut mawarist atau Ilmu 

Faraidh. 2). Hukum Waris Adat, terdapat dalam bagian hukum waris 

adat,  dan 3). Hukum kewarisan BW atau Perdata Barat (Burgerlijk 

Wetboek), terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari Pasal 830 sampai dengan 
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Gambar 6.4: Penghitungan Metode Tawafug 

Sumber: diolah penulis 

 

Penutup   

Hukum Kewarisan Islam ditentukan berdasarkan pada hubungan (1) 

perkawinan, (2) kekerabatan yang meliputi ushul (leluhur), furu’ 

(keturunan) dan hawasyi (saudara) dan (3) wala atau ahli waris wala. 

Dengan demikian pembagian waris Islam cenderung bersifat meluas 

dan merangkul sebanyak mungkin ahli waris. Dan dalam perspektif 

hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan penting yang diatur 

secara jelas dan rinci, sehingga akan dapat dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan setiap persoalan, karena tentang pewarisan selalu 

dialami oleh setiap orang.  

Pembedaan besar kecilnya bagian didasarkan pada tingkat 

kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, aturan 

pembagian waris sifatnya ta’abbudi wajib dilaksanakan karena 

menjadi ketetapan dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. 

Jika dicermati dalam ayat tersebut menggunakan kata: yushikumullah 

yang artinya Allah mewasiatkan, faridhatan min Allah yang artinya 

kewajiban dari Allah, washiyatan min Allah yang artinya wasiat dari 

Allah, dan hududu Allah yang memiliki arti ketentuan dari Allah.   

Namun pada sisi lain, sebagian fuqaha berpendapat, pembagian 

waris pada prinsipnya terletak pada sikap merelakaan (an taradin). 

Maknanya ketentuan yang rinci, pasti dan tegas (qathy) dalam 

pembagian waris tidak harus secara kaku  diterapkan seperti bunyi 

ayat. Oleh sebab itu dalam pembagian waris tergantung pada 

kesepakatkan atau kerelaan di antara para ahli waris. Dan ketentuan 

qathy baru dapat diterapkan jika telah terjadi sengketa atau tidak 

terjadi kesepakatan dalam pembagian waris. 

 

1 istri dengan anak    -- >  1/8 -- > 3/24 x 600 juta =   75 juta 
1 ibu       -- >  1/6 -- > 4/24 x 600 juta = 100 juta 
1 anak laki-laki ashobah-- > 600 – (100 + 75) = 425 juta 

  Total = 75 juta + 100 Juta + 425 juta = 600 Juta. 
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Pendahuluan 

Pembagian warisan adalah tahap penting dalam penyelesaian harta 

pusaka seseorang sesudah meninggal dunia. Proses ini melibatkan 

serangkaian langkah yang cermat dan sensitif, tidak hanya dari segi 

hukum, tetapi juga dari segi emosi dan relasi interpersonal di antara 

ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, proses pembagian warisan 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits, yang 

diinterpretasikan oleh para ulama dan mazhab hukum Islam. 

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa aset maupun 

hak-haknya, dikenal sebagai harta peninggalan. Dalam Fiqh, istilah ini 

disebut tirkah. Sebelum harta peninggalan dapat dibagikan kepada 

ahli waris sebagai harta warisan, kewajiban-kewajiban tertentu yang 

terkait dengan harta tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. 

Harta warisan meliputi harta pribadi serta bagian dari harta bersama 

yang telah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga 

meninggal, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pelunasan utang, dan 

pemberian wasiat kepada kerabat (Rofiq, 2015, p. 307). 

Dalam pengertian yang lain, tirkah didefinisikan sebagai hak yang 

dapat dibagi dan memiliki kekuatan hukum bagi yang berhak 
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banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara 
ma`ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. 

Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang meninggal 

tanpa membuat wasiat, maka tidak diperlukan pengambilan dari 

harta yang ditinggalkannya untuk memenuhi wasiat, karena 

menurut pandangan Imam Malik, wasiat bukan merupakan 

kewajiban. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpandangan bahwa 

meskipun seseorang tidak membuat wasiat, tetap ada potongan 

sebesar 1/3 dari harta peninggalannya untuk memenuhi wasiat. 

Mayoritas ulama, yang disebut jumhur, menyimpulkan bahwa 

wasiat tidak diwajibkan secara mutlak. Oleh karena itu, jika 

seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, tidak perlu diambil 

bagian dari hartanya untuk wasiat. Namun, jika pewaris membuat 

wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan (Rofiq, 2015, pp. 

311–312).   

Seluruh wasiat si mayit dilaksanakan dari sepertiga sisanya 

setelah seluruh hutangnya dilunasi, karena itulah keinginan si 

mayit terkait wasiatnya. Pelaksanaan wasiat bertujuan untuk 

menghindari situasi di mana beberapa ahli waris terhambat dalam 

memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lainnya. Terkadang, 

ahli waris yang terhambat tersebut membutuhkan bantuan 

ekonomi atau terdapat kebutuhan tertentu yang bersifat 

kekeluargaan guna mempererat ikatan di antara mereka dan ahli 

waris lainnya. Wasiat juga berperan dalam mengurangi 

kemungkinan munculnya perasaan iri dan dengki di antara ahli 

waris. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa "Tidak ada wasiat untuk 

ahli waris, dan wasiat hanya dapat diberikan dalam batasan 

sepertiga harta peninggalan" (Rahbiy, 2008, p. 28). 

 

4. Pembagian Harta Warisan 

Ketika telah terpenuhi semua keperluan pembiayaan dari nomor 1 

sampai nomor 3, barulah harta peninggalan (tirkah) tersebut 

menjadi harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada seluruh 

ahli waris sesuai dengan hak (bagian)-nya masing-masing menurut 

ketentuan. 

 



Proses Pelaksanaan Pembagian Warisan 

 

110 Hani Sholihah 

Penutup 

Demikianlah proses pelaksanaan pembagian harta waris yang 

didahului dengan beberapa hal (kewajiban) yang harus diselesaikan  

sebelumnya berkenaan dengan harta peninggalan si pewaris (tirkah), 

sebagaimana dijelaskan di atas. Jika berbagai kewajiban tersebut telah 

diselesaikan (dibayarkan), barulah harta peninggalan (tirkah) dari si 

pewaris menjadi harta warisan yang menjadi hak para ahli waris 

dengan kadar bagian masing-masing sesuai ketetapan hukum Islam.  

 

 

 

 

************* 
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Sekilas tentang Perbandingan Hukum  

Berbicara perbandingan hukum ada teori yang mengatakan bahwa 

hukum itu bisa dibandingkan jika memiliki kedudukan yang sama 

(Lukito, 2016). Jadi untuk membandingkan Hukum Kewarisan Islam 

dengan Hukum Waris Perdata ini dapat diwakilkan dengan waris yang 

ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk wakil dari Hukum 

Kewarisan Islam di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) untuk Hukum Waris dalam Perdata Indonesia. Lalu 

dalam hal perbandingan atau komparasi tentu tidak lepas dari 

pembahasan persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua aspek 

yang dibandingkan. Maka dalam bagian ini akan dibahas tentang 

persamaan dan perbedaan antara Hukum Waris Islam (KHI) dan 

Hukum Waris Perdata (KUHPer). Sebelum membahas tentang 

perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata 

akan dibahas terlebih dahulu sekilas terkait Hukum Kewarisan Islam 

dan Hukum Waris Perdata yang dimaksud dalam pembahasan ini.  
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dalam Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum Waris Perdata 

kedudukan orang tua dan anak tidak setara sehingga cucu tidak 

dapat menjadi ahli waris pengganti jika orang tuanya meninggal 

dunia terlebih dahulu dari pewaris. 

Perbedaan dalam aspek ini juga terdapat pada klasifikasi ahli 

waris jika dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal dengan 

pengklasifikasian ahli waris berdasarkan bagian harta waris yang 

didapatkan ada yang mendapatkan dua per tiga (2/3), sepertiga 

(1/3), seperenam (1/6), seperdua (1/2), seperempat (1/4) dan 

seperdelapan (1/8). Sedangkan dalam KUHPer dibagi menjadi 4 

golongan yaitu: Golongan 1 (Golongan yang telah ditetapkan 

bagiannya), Golongan 2 (Golongan anggota keluarga yang lurus ke 

atas beserta keturunan mereka), Golongan 3 (golongan kakek 

nenek leluhur jika tidak memiliki keturunan) dan Golongan 4 

(Golongan garis ke samping jika tidak memiliki keturunan). 

 

2. Aspek Jenis Kelamin 

Aspek ini menjadi sorotan utama di dalam pembahasan gender 

yang marak sekarang ini mengingat terdapat perbedaan yang 

mencolok antara bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. 

Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak laki-laki memiliki bagian 

lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu 2:1 (anak laki-laki 

2 bagian, anak perempuan 1 bagian) hal ini sudah dicantumkan di 

dalam al-Qur’an sehingga tidak dapat lagi diubah. Sedangkan di 

dalam Hukum Waris Perdata atau dalam KUHPer anak laki-laki dan 

anak perempuan tidak dibedakan atau memiliki bagian 1:1 (1 

bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan). 

Aspek jenis kelamin ini mendapat perhatian khusus di 

kalangan praktisi gender karena dianggap merugikan terhadap 

pihak Perempuan jika dalam Hukum Kewarisan Islam karena 

haknya tidak sama dengan laki-laki, padahal Allah SWT tidak akan 

menjadikan sesuatu yang sia-sia atau merugikan, di dalam hukum 

Islam dikenal dengan konsep nafkah dalam keluarga dan kewajiban 

nafkah tersebut diberikan kepada pihak laki-laki sehingga wajar 

jika bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. 
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3. Aspek Status Anak  

Status anak ini menjadi ada perbedaan ketika berbicara tentang 

anak di luar kawin. Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak yang 

lahir di luar perkawinan tidak dapat mendapatkan harta waris dari 

ayahnya karena nasabnya hanya dapat berkaitan dengan ibu dan 

keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tidak dapat mendapatkan 

harta waris dari  ayahnya tetapi mendapatkan harta waris dari 

ibunya. Berbeda dengan Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum 

Waris Perdata anak di di luar kawin dapat mendapatkan waris dari 

orang tuanya asal diakui oleh kedua orang tuanya. 

Status anak ini sangat penting juga dibahas terpisah di dalam 

kewarisan karena status anak yang berbeda berimplikasi pada hak 

waris yang berbeda pula, misalkan anak sah atau anak yang lahir 

dari perkawinan yang sah maka hak warisnya jelas sesuai dengan 

aturan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris KUH Per, tetapi 

anak di luar kawin akan berbeda hak warisnya, dikarenakan 

sahnya perkawinan menentukan status anak dan berdampak pada 

hak waris anak tersebut. Walaupun terdapat pembaharuan hukum 

terkait hal ini yaitu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin 

dapat mendapatkan hak waris jika terbukti secara biologis 

menggunakan teknologi pembantu yang menyatakan anak 

tersebut adalah anak dari ayah biologisnya.  
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Tinjauan Kewarisan 

Allah SWT telah menetapkan setiap aturan yang harus dipatuhi 

manusia, bahkan aturan yang melarang tindakan tertentu. Untuk 

memberikan kebahagiaan kepada manusia dalam kehidupan ini dan 

akhirat, Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang mencakup 

setiap aspek keberadaan mereka. Hukum waris yang mengatur 

pembagian harta benda orang yang meninggal serta hak dan tanggung 

jawab ahli warisnya, merupakan seperangkat hukum yang ditetapkan 

Allah SWT untuk mengatur interaksi manusia. 

Saat ini, orang-orang menaruh perhatian besar pada diskusi 

mengenai warisan budaya karena betapa pentingnya hal tersebut bagi 

masyarakat modern. Meski demikian, pembahasan mengenai 

pembagian warisan masih menjadi topik penelitian yang menarik. 

Stratifikasi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi 

bersamaan sebelum masuknya Islam. Laki-laki sudah lama 

mendominasi perempuan. Ada suatu masa ketika perempuan 

dianggap sebagai properti dan dieksploitasi sebagai budak di istana 

untuk memenuhi keinginan raja dan raja. Peran perempuan dalam 

rumah tangga tunduk pada kekuasaan suaminya. Jika dibandingkan 
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ketentuan-ketentuan yang komprehensif yang secara jelas mengatur 

pembagian harta warisan dan pihak-pihak yang berwenang 

menerimanya. Al-Qur’an mengatur pembagian harta warisan dengan 

cukup menyeluruh, namun ketika permasalahan muncul dalam 

kenyataan, al-Qur’an tidak menjelaskan cara penyelesaiannya, 

menurut M. Idris Ramulyo. Hal ini menyebabkan terjadinya 

perubahan hukum waris di suatu negara. Agar bidang ijtihad semakin 

luas mencakup hukum waris; Kedua, hukum waris lebih merupakan 

aturan sosial dibandingkan aturan teknis. Jadi, ada beberapa sudut 

pandang karena di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan aliran 

pemikiran. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat sangat 

terikat dengan peraturan hukum waris. 

Muhammad Syahrir adalah salah satu tokoh yang menganjurkan 

perubahan hukum waris. Kabarnya, Syahrir merupakan sosok yang 

memiliki semangat segar untuk terlahir kembali di bidang hukum. 

Teori batasan, yang mengatur adaptasi formulasi matematis 

pewarisan dengan keadaan atau fungsi perempuan dalam kehidupan 

keluarga, mewujudkan perspektif reformis ini. Di luar itu, Muhammad 

Syahrir yang sangat berkomitmen dalam mengubah hukum waris 

Islam, mengemukakan konsep teori limit. Hallaq mengklaim bahwa 

Muhammad Syahrir mengembangkan pendekatan metodologi yang 

lebih humanistik dengan mengelaborasi gagasan tekstual dan 

kontekstual, sehingga memungkinkan dia menemukan metodologi 

yang sejalan dengan ideologi Islam.  

Masyarakat di Indonesia mempunyai tantangan dalam hal 

warisan, dan setiap transisi menawarkan perspektif unik tentang cara 

mengatasi kesulitan ini secara berkelanjutan. Informasi di bidang 

agama dan hukum waris cukup memadai untuk menjawab tantangan 

yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait dinamika hukum waris. 

Untuk menyelesaikan persoalan hukum waris di Indonesia, fiqh 

berkembang sebagai respons terhadap keadaan sejarah dan sosial 

tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Farouq Abu Zaid. 

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Syahrir dalam teorinya yang 

dikenal dengan Teori Batas, makna ayat 11 Q.S. an-Nisa mengatur 

tentang pengertian pembaharuan dalam sistem pembagian warisan 

secara proporsional. Persentase terendah yang boleh dimiliki 
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sebelum pewaris meninggal dunia. Satu-satunya tujuan warisan yang 

diberikan kepada ahli waris adalah untuk memberi mereka sarana 

untuk memulai atau meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. 

Ketika orang tuanya masih hidup, mereka sering kali meninggalkan 

instruksi atau wasiat khusus kepada ahli warisnya, yang kemudian 

dapat menyaksikan penandatanganan tersebut. 

Pembagian atau penguasaan suatu warisan terjadi setelah ahli 

waris meninggal dunia. Apabila ahli waris belum mempunyai anak, 

ahli waris belum dewasa, atau masih mempunyai hutang, maka ahli 

waris dapat melakukan penguasaan atas harta warisan tersebut. 

Alternatifnya, ahli waris mungkin menunda distribusi karena berbagai 

alasan. Ketika memutuskan bagaimana membagi warisan, pertanyaan 

tentang kapan waktu terbaik untuk melakukannya harus dicermati. 

Waktu pasti pembagian harta warisan seorang ahli waris tidak 

diketahui secara pasti, namun biasanya diadakan setelah ritual ucapan 

selamat atau sedekah. Kemampuan ahli waris dalam menagih akan 

diketahui secara pasti pada saat itu. 

Hukum Islam dan hukum adat berbeda dalam hal pembagian 

warisan. Meskipun hukum adat membolehkan pembagian harta 

warisan sebelum atau sesudah kematian pewaris, hukum Islam 

menetapkan bahwa hal ini tidak boleh terjadi sebelum pewaris 

meninggal. Apa yang terjadi pada harta ahli waris setelah dia 

meninggal atau masih hidup tergantung pada keadaan masing-masing 

keluarga. 

Penundaan pembagian warisan ada untung dan ruginya. Salah 

satu keuntungannya adalah penerima manfaat bisa saja kehilangan 

minat untuk menerima warisan tersebut. Di sisi lain, ketika keadaan 

menjadi lebih rumit, beberapa ahli waris jangka panjang mungkin 

mulai berkomplot atau mencoba untuk merebut kendali atas harta 

warisan yang sebenarnya bukan milik mereka. Praktek orang Jawa 

yang mengakui acungan, garis, atau perputaran ahli waris sebelum 

kematian memungkinkan setiap ahli waris mendapatkan bagian dari 

harta warisan sebelum ahli warisnya meninggal, sehingga menunda 

pembagian harta warisan merupakan pilihan yang realistis. 

Sebaliknya, hukum Islam mengamanatkan pemindahan aset 

secepatnya setelah pemakaman. Menurut hukum Islam, keluarga 
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sering kali memanggil otoritas agama pada malam hari setelah 

penguburan untuk mengesahkan wasiat dan membagikan harta 

warisan. Mempercepat proses pembagian harta warisan dapat 

membantu meminimalkan perselisihan. Hal ini menyisakan sedikit 

ruang untuk bermanuver bagi ahli waris untuk merencanakan dan 

mengatur skema untuk merebut kendali atas tanah tersebut. 

pembagian warisan ahli waris mengandung arti pelunasan seluruh 

kewajibannya sebelum pembagian harta yang tersisa. 
Signifikansi filosofis dan ontologis kekayaan sebagai media 

ibadah dan amal sangatlah penting. Tujuannya adalah agar keluarga 

dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari warisan tersebut 

dengan cara ini. Meskipun demikian, menurut hukum waris, harta 

hanya dianggap sebagai alat penghidupan bagi keluarga dekat. 

Pembagian harta ahli waris dengan segera merupakan prinsip dasar 

hukum waris Islam. Sebaliknya, hukum waris bergantung pada 

konteks dan tunduk pada batasan waktu distribusi. Tata cara 

pewarisan merupakan adat yang dilakukan pada saat ahli waris masih 

hidup jika memerlukan keperluan hidup pada saat itu. Pembagian 

harta benda akan dilakukan setelah orang yang meninggal meninggal 

dunia, kecuali ada keperluan mendesak bagi ahli warisnya untuk tetap 

hidup. Setiap individu dapat memperoleh hak untuk mewarisi harta 

benda dalam Islam melalui darah, perkawinan, atau ikatan agama. Hal 

ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip sosial Islam melampaui 

lingkup domestik. Hanya anggota keluarga dekat yang dianggap 

sebagai ahli waris menurut hukum adat. Oleh karena itu, berbeda 

dengan hukum Islam, hukum adat tidak mempunyai arti penting 

secara sosial. Karena laki-laki diyakini memiliki tanggung jawab yang 

lebih besar terhadap keluarga dibandingkan perempuan, maka hukum 

Islam memberikan hak waris kepada anak laki-laki dua kali lipat 

dibandingkan anak perempuan. 
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Pendahuluan  

Islam adalah agama yang komprehensif (shamil). Agama yang 

mengatur seluruh aspek hidup manusia, termasuk hal ihwal dalam 

kewarisan. Ketentuan mengenai waris Islam dapat kita temui dalam 

Alquran, salah satunya adalah dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 

176. Ketentuan dalam Ayat tersebut tidak hanya mencakup objek 

waris (harta waris) dan subjek yang akan mendapat warisan, akan 

tetapi juga mengatur ketentuan jumlah dan bagian yang diterima oleh 

subjek hukum tersebut. Namun demikian, pembagian harta waris 

tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana ketentuan yang ada. 

Potensi sengketa dalam pembagian harta waris, sangat mungkin 

terjadi, baik sebelum harta warisan tersebut dibagikan maupun 

setelahnya. 

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, harta warisan 

harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesegera mungkin 

guna menghindari potensi sengketa yang mungkin terjadi di antara 

para ahli waris. Asas ijbari yang dikenal dalam kewarisan Islam 

mengharuskan terjadinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli 

warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT secara otomatis, tanpa 
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan 

dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus” memberi angin 

segar bagi penegakan hukum waris Islam di Indonesia. Perkara waris 

Islam mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, tanpa bisa 

ditawar-tawar. Penghapusan pemilihan hukum ini merupakan 

pengejawantahan dari asas Ijbari yang secara eksplisit diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: ”Sisa 

dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan 

yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.”  

Selain itu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006, secara konstitusional kewenangan mengadili perkara waris 

Islam termasuk dalam kewenangan atributif pengadilan agama. 

Artinya, perolehan kewenangan tersebut merupakan mandat Undang-

Undang yang diberikan langsung kepada Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama menjadi institusi penegak hukum yang memiliki 

status dan kedudukan yang kuat, sejajar dengan lembaga penegak 

hukum lainnya dalam negara hukum Republik Indonesia. sehingga, 

Peradilan Agama dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari 

keadilan dalam perkara kewarisan orang Islam (Eka Susylawati, 

2018).  

Guna memperkuat status dan kedudukan pengadilan agama, 

serta mencegah diajukannya sengketa waris orang Islam ke 

pengadilan negeri, Mahkamah Agung sendiri telah menginstruksikan 

dan menghimbau seluruh badan peradilan di bawahnya melalui Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Dalam rumusan rapat 

pleno tersebut, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa dalam 

perkara waris, agama pewaris menjadi dasar dalam menentukan 

pengadilan mana yang yang berwenang. Bagi pewaris yang beragama 

Islam, maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan 

agama. Sebaliknya, pewaris yang beragama selain Islam, maka 

sengketa kewarisannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan 

demikian, celah untuk penyelesaian sengketa waris bagi orang Islam 

di luar pengadilan agama menjadi tertutup. Bahkan, lebih khusus lagi, 

dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 
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Agama Buku II Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa waris 

yang pewarisnya beragama Islam adalah kewenangan pengadilan 

agama meskipun seluruh atau sebagian ahli warisnya beragama selain 

Islam. 

Dalam praktiknya, khusus perkara waris, pengadilan agama tidak 

hanya menerima perkara yang mengandung sengketa, tetapi juga 

perkara permohonan (voluntair). Perkara voluntair adalah perkara 

permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai 

lawan. Berbeda dengan perkara sengketa yang produk hukumnya 

adalah putusan, dalam perkara permohonan, pengadilan agama 

mengeluarkan penetapan. Penetapan atas perkara waris yang bersifat 

permohonan biasanya adalah terkait dengan penetapan ahli waris 

yang seluruh ahli waris telah bersepakat harta waris dibagikan sesuai 

hukum Islam. Bahkan, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan 

kebebasan kepada ahli waris dalam hal pembagian harta waris. Ahli 

waris dapat bersepakat di luar ketentuan waris Islam terkait 

penentuan hak dan bagian masing-masing, dengan syarat setiap ahli 

waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya sesuai hukum waris 

Islam. 
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Pendahuluan 

Di dalam penyusunan wasiat seringkali melibatkan beragam 

permasalahan yang mengakibatkan konflik di antara ahli waris. Salah 

satu permasalahan umum adalah ketidakjelasan dalam penulisan, 

seperti penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak spesifik. Selain itu, 

perbedaan pemahaman antara penerima warisan seringkali muncul, 

terutama jika amanat pemberi wasiat (al-Mushi) dalam wasiat tidak 

cukup jelas. Ketika wasiat tidak disusun dengan benar, akhirnya 

muncul perselisihan hukum, pastinya akan memakan waktu dan 

biaya. 

Aspek keuangan menjadi perhatian utama, baik terkait 

penentuan jumlah dan jenis aset yang akan diwariskan, serta 

pembagian warisan antara ahli waris. Selain itu, masalah pajak juga 

perlu dipertimbangkan untuk menghindari potensi beban pajak yang 

berlebihan bagi penerima wasiat dan warisan. Selanjutnya pada aspek 

emosional juga seringkali mempengaruhi penyusunan wasiat, 

termasuk potensi ketidakpuasan serta kesalahpahaman di antara 
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2. Perlindungan Ahli Waris 

Wasiat dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ahli waris 

Anda. Misalnya, Anda dapat menetapkan wali untuk anak-anak 

Anda atau memberikan warisan dalam bentuk trust untuk 

melindungi harta dari pengeluaran yang tidak bertanggung jawab. 

3. Penghematan Pajak Warisan 

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, kita dapat 

memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang sah untuk 

mengurangi beban pajak warisan yang harus dibayar oleh ahli 

waris. 

4. Menghindari Kebingungan Hukum 

Tanpa wasiat yang jelas, jumlah harta mungkin akan menjadi 

subjek probate yang lebih rumit dan mahal. Penyusunan wasiat 

yang benar dapat membantu menghindari kebingungan hukum 

dan mempercepat penyelesaian masalah warisan. 

5. Menghormati Keinginan Pribadi 

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk 

mengekspresikan keinginan pribadi mengenai bagaimana harta 

sipewasiat akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat 

memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan 

pewasiat dihormati setelah tiada. 

Mengingat manfaat-manfaat ini, sangat penting untuk menyusun 

wasiat dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan 

keinginan pribadi serta hukum yang berlaku. 

 

Adapun manfaat wasiat dalam hukum Islam antara lain: 

1. Memberikan Fleksibilitas 

Wasiat memberikan fleksibilitas kepada seseorang untuk 

mendistribusikan sebagian kecil dari harta mereka sesuai dengan 

keinginan pribadi mereka. Meskipun hukum waris syariah telah 

menetapkan pembagian warisan, wasiat memungkinkan seseorang 

untuk memberikan harta kepada individu atau tujuan tertentu 

yang mungkin tidak termasuk dalam ahli waris yang ditetapkan 

secara jelas oleh syariah. 

2. Memperbaiki Ketidakadilan 

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan menurut hukum waris 

syariah mungkin dianggap tidak adil, terutama jika seseorang 
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memiliki hubungan yang kompleks dengan ahli waris atau jika 

seseorang ingin memberikan dukungan tambahan kepada orang-

orang yang membutuhkan. Wasiat memungkinkan seseorang 

untuk menyesuaikan pembagian harta mereka untuk mengatasi 

ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang mungkin timbul. 

3. Memberikan Dukungan kepada Orang yang Membutuhkan 

Wasiat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada 

orang-orang yang membutuhkan, seperti keluarga yang kurang 

mampu, anak yatim piatu, atau lembaga amal. Ini memungkinkan 

seseorang untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat dan 

berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang 

bagi masyarakat. 

4. Menghormati Keinginan Pribadi 

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk 

mengekspresikan keinginan pribadi mereka mengenai bagaimana 

harta mereka akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat 

memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan 

mereka akan dihormati setelah mereka tiada. 

5. Mendorong Amal dan Kebaikan 

Dengan mengatur wasiat untuk memberikan sumbangan kepada 

lembaga amal atau proyek-proyek yang bermanfaat, seseorang 

dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan 

memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT dengan 

melakukan amal sholeh. 

6. Pengelolaan Warisan yang Lebih Efisien 

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, seseorang dapat 

menghindari kemungkinan konflik di antara ahli waris dan 

memastikan bahwa harta mereka didistribusikan dengan cara yang 

efisien dan sesuai dengan keinginan mereka. 

Dengan demikian, wasiat dalam hukum Islam memberikan 

banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, memungkinkan 

mereka untuk merencanakan dan mendistribusikan warisan mereka 

dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan 

pribadi. 
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Sumbangan 

Sumbangan di Indonesia sangat sering kita ketahui secara langsung 

maupun tidak langsung. Makna sumbangan itu sendiri adalah 

pemberian harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan 

atau secara sukarela. Istilah sumbangan sering kita dengar dengan 

kata lain yakni sedekah. Sedekah ini adalah sinonim dari sumbangan 

yang bermakna sama. Dalam konteks agama Islam kata sumbangan 

dan sedekah memiliki makna yang berbeda.  

Sumbangan menurut agama Islam adalah memberikan bantuan 

atau kontribusi dalam bentuk harta, uang, barang dan jasa untuk 

membantu kebutuhan orang lain atau keperluan sosial. Dalam bentuk 

lain, sumbangan juga dapat dilakukan pada acara amal, sumbangan 

bencana alam, dan sumbangan untuk lembaga sosial. Sumbangan 

sendiri lebih bersifat sosial atau memiliki khusus aspek-aspek 

kepedulian sosial. Menurut karya Ubaidurrahim, sedekah adalah 

memberikan Sebagian harta atau benda milik kita secara cuma-cuma 

tanpa mengharap imbalan atau sukarela dari penerima sedekah yang 

bertujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah menurut karya 

Ubaidurrahim memiliki sifat pribadi dan lebih menekankan pada nilai-
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Dalam Islam, hukum hibah didasarkan pada ayat 4 surat An-

Nisa Selain itu, Quraish Shihab menyatakan dalam Tafsir Al Misbah 

bahwa surat Ar-Rum ayat 38 juga menganjurkan manusia agar 

saling tolong menolong. 

2. Jenis Hibah 

Jenis hibah terdiri dari 2 (dua) jenis yakni hibang barang dan hibah 

manfaat. Hibah barang adalah pemberian berupa barang atau harta 

yang memiliki nilai manfaat secara cuma-cuma tanpa 

mengharapkan imbalan atau secara sukarela, seperti kendaraan, 

properti dan perhiasan. Sedangkan hibah manfaat adalah 

pemberian berupa barang yang masih menjadi hak pemberi. Akan 

tetapi, penerima barang masih bisa memanfaatkannya karena 

memiliki hak pakai atau hak guna.  

3. Syarat Hibah 

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya pemberi, 

penerima, dan barang yang dihibahkan. 

a. Syarat sebagai pemberi hibah adalah merdeka (mampu secara 

finansial), baligh atau sudah dewasa, berakal sehat, dan 

merupakan pemilik sah dari barang yang akan dihibahkan. 

b. Syarat penerima hibah adalah penerima hibah harus dipastikan 

ada waktu pada saat serah terima barang secara langsung. Pada 

kondisi yang lain semisal penerima hibah itu masih dibawah 

umur atau dalam keadaan hilang akal (gila) maka penerima 

hibah dapat diwakilkan dengan walinya. 

c. Syarat Barang yang akan Dihibahkan adalah benar-benar ada, 

merupakan milik pemberi, bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak 

terhubung dengan tempat pemberi hibah, seperti tanaman dari 

rumah pribadi tanpa tanahnya, serta sifat pemberian khusus 

untuk pihak penerima saja. 

 

4. Rukun Hibah  

Agar pelaksanaannya sah berdasarkan syariat Islam, maka proses 

hibah perlu memenuhi rukun hibah, yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberi (Wahib) 

Pihak pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan tertentu agar 

dapat melangsungkan proses sesuai syariah Islam. 
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b. Penerima (Mauhub Lah) 

Tidak ada syarat tertentu untuk penerima hibah. Namun, 

diperlukan wali yang sah apabila penerima masih di bawah 

umur atau orang yang tidak berakal sehat. 

c. Barang yang Dihibahkan (Mauhub) 

Seperti pemberi hibah, barang yang dihibahkan perlu 

memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah. 

d. Bukti Serah Terima (Shighat) 

Dalam pelaksanaan serah terima hibah, terdapat dua bukti 

atau shighat. Penyerahan bisa dilakukan melalui pelafalan atau 

ijab dan qabul atau secara langsung tanpa perlu melakukan ijab 

dan qabul. 

5. Manfaat Hibah  

Hibah adalah sesuatu yang mulia. Manfaat hibah bisa dirasakan 

oleh pemberi dan penerimanya. 

Misalnya, pemberi hibah dalam bentuk tanah akan 

mendapatkan pahala ketika tanahnya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah, 

dan lainnya. Adapun penerima hibah dapat merasakan manfaat 

finansial yang nyata. Barang hibah dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan lainnya. Itulah 

pembahasan seputar hibah yang merupakan kegiatan serah terima 

barang secara sukarela berdasarkan hukum Islam. 

 

 

 

************* 
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Pendahuluan  
Hukum Waris Islam hadir untuk menunjukkan bahwa Islam sangat 

memperhatikan bagaimana perempuan harus dimuliakan. Hukum 

Waris Islam ini hadir untuk memberikan kesempatan dan hak yang 

sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam mewarisi harta. Ini 

berbeda dengan konstruksi sosial masyarakat Arab yang membentuk 

hukum waris patrilineal sehingga memarginalkan perempuan. Hak 

waris hanya diberikan kepada siapa yang mampu berperang dan 

mencari nafkah. Karena itu, perempuan dan anak-anak tidak bisa 

menjadi ahli waris. Demikian juga, laki-laki yang tidak bisa berperang 

dan mencari nafkah juga tidak bisa menjadi ahli waris. Islam lalu 

datang untuk menghapus konsep itu dan menggantinya dengan 

prinsip kesetaraan yang ini meniscayakan bagi siapapun untuk bisa 

mewarisi tanpa mempertimbangkan siapa yang punya kuasa, tetapi 

berdasarkan jenis kelamin (Rosyadi, 2022:284). 

Di sini dapat dipahami bahwa Hukum Waris Islam, sejak pertama 

kali dibentuk, selalu terikat dengan perubahan sosial dan ekonomi. 

Hukum waris itu dibentuk untuk mengubah strata sosial, stigma 
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dengan norma-norma atau doktrin fikih klasik yang banyak dianut 

oleh berbagai mazhab. Argumentasi-argumentasi hukum hakim saat 

memanfaatkan wasiat wajibah sebagai cara mewujudkan dan 

melindungi hak asasi manusia jelas bertumpu pada paradigma 

penafsiran keadilan waris kontemporer yang lebih substantif.  

 

Penutup 

Secara singkat, mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi, 

tulisan ini menunjukkan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi 

bagaimana hukum waris Islam itu bisa dinamis.  

Pertama, penafsiran substantif yang diusung oleh ulama 

kontemporer. Penafsiran ini berpengaruh signifikan pada bagaimana 

publik memandang keadilan waris yang lebih substantif dan lebih 

mendekati keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang dianggap 

sering terdiskriminasi dari pembagian waris fikih. Otomatis, tuntutan 

sosial dan ekonomi dalam pembagian waris mudah terselesaikan 

dengan paradigma ini. 

Kedua, peran dan kekuatan hukum adat pada masyarakat muslim. 

Hal ini terbukti ampuh jika otoritas hukum adat sangat kuat tetapi 

dapat dinegosiasikan dengan hukum Islam. Jadi, perubahan hukum 

waris Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi adat 

sehingga melahirkan praktik pembagian waris masyarakat muslim 

yang berbeda dan bernuansa sosio-antropologis.  

Ketiga, peran pemerintah dan hakim. Pemerintah punya peran 

untuk mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan progresif 

dengan menciptakan produk hukum yang berpihak kepada kelompok 

marginal, terutama dalam isu waris. Sedangkan hakim berperan 

penting dalam mengoperasionalkan instrumen-instrumen hukum 

waris progresif, seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, 

dengan berpedoman asas keadilan, etika, dan kemanusiaan. Kedua 

peran ini bisa membawa dan menciptakan hukum waris Islam tampil 

lebih membumi, berpihak, dan tentu dinamis, menyesuaikan 

keterdesakan konteks sosial dan ekonomi masyarakat tertentu yang 

beririsan dengan kelompok marginal atau minoritas. 
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Pendahuluan 

Membagi waris dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum Islam 

merupakan harapan dan tujuan syariat. Dalam beberapa kasus yang 

ditemukan, pengetahuan tentang asas, prinsip, cara  dan bagian dari 

masing-masing ahli waris mutlak penting guna pelaksanaan hukum 

waris islam. Seiring dengan isu gender yang digaungkan masyarakat, 

tidak sedikit kaum perempuan menuntut persamaan hak dalam 

perolehan waris, namun demikian Islam memiliki konsep dan aturan 

tersendiri mengenai hak waris kaum perempuan. Perbedaan prinsip 

nilai persamaan dan keadilan disebabkan karena perbedaan dalam 

memaknai konsep keadilan, dimana Islam menempatkan teori 

keadilan berimbang dengan penerapan keadilan kesesuaian antara 

yang diperoleh dengan penggunaan dan kesesuaianan antara hak dan 

kewajiban. 
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Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris 

Diantara hukum syariat yang memberikan kejelasan adalah Hukum 

Kewarisan Islam, karena di dalamnya terkandung asas, prinsip, cara  

dan bagian dari masing-masing ahli waris. Hal-hal tersebut perlu 

difahami dengan seksama, sekalipun dewasa ini sudah tersedia 

aplikasi pembagian waris, namun secanggih teknologi yang ada tidak 

mampu menjamin kebenaran atau keakuratan data yang harus masuk 

dalam aplikasi tersebut jika tidak ditunjang oleh ilmu tentang prinsip, 

asas dan hal-hal terkait ketentuan dalam pembagian waris. 

Diantara hal yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an adalah terkait 

hak waris bagi perempuan sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan 

sebagai ahli waris seperti halnya laki-laki, hanya bagian saja yang 

berbeda. Namun demikian perbedaan dari hak yang diterima laki-laki 

dan perempuan terkadang mengundang reaksi dan penolakan dari 

kaum perempuan sendiri, dengan beratasnamakan kesetaraan 

gender, dan keadilan. 

Respon atas penolakan tersebut disatu sisi menunjukkan adanya 

perubahan paradigma masyarakat sebagai dampak dari isu  

kesetaraan gender, dan keadilan. Respon terhadap penolakan tersebut 

menunjukkan, di satu sisi, terjadi pergeseran paradigma masyarakat 

akibat isu terkait kesetaraan dan keadilan gender. Fakta menunjukkan 

bahwa perubahan pemahaman dan tuntutan masyarakat 

menunjukkan adanya perubahan sosial yang melekat pada 

masyarakat. Hal ini, disebabkan karena masyarakat terus 

berkembang (Alkostar & Amin, 1986). Sehingga perkembangan 

perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam melalui 

penanaman prinsip ajaran Islam, yang pada gilirannya hukum Islam 

mempunyai kemampuan sebagai social engineering atau sebagai social 

control yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.  

Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami 

tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam 

memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam 

memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam 

hukum Islam. 



Studi Kasus dan Aplikasi: Perhitungan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Perempuan 

 

 

215 Cucu Solihah 

pengurusan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiat 

sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta 

rupiah), maka perhitungan mudah pembagian warisnya diawali 

dengan : 

a. Penentuan ahli waris  

b. Tetapkan bagian hak 

c. Tentukan KPTnya (angka pembilang yang dapat membagi 

bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus 

pembahasan ini penetapan bagian dari suami ¼, 3 anak 

perempuan 2/3, dan ayah 1/6 maka angka yang dapat membagi 

4, 3 dan 6 adalah 12 (KPT) 

d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris 

¼ x 12 =  3 bagian (untuk suami) 

2/3 x 12 = 8 bagian (untuk 3 anak perempuan) 

1/6 x 12 = 2 bagian (untuk ayah) 

KPT dari 12 menjadi 13 (penjumlahan dari 3 + 8+ 2) 

menjadi aul karena furud lebih besar dari keadaan harta 

warisan ( pembilang lebih besar dari penyebut) (Anshary, 

2013, p. 99). 

e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya 

pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat) 

f. Cara perhitungan : 
Suami 1/3 x 255.000.000 : 13= 58.846.153,23 

3 anak perempuan 1/8 x 255.000.000 : 13 =                    156.923.076,07 

Ayah       1/2 x 255.000.000 : 13 =                       39.230769,23 

 

(@ anak perempuan  156.923.076 : 3 = 52.307.692)  

 

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini : 

Hak 
 
 

KPT Bagian 
TIRKAH 

(Dalam Rp) 
 

suami 1/4 
 

 
 
 

12 

3 
 

8 
 

2 
 

 
 
 
255.000.000 

58.846.153,23 
 
 

@52.307.692,31 
 
 

39.230769,23 

3 anak 
prm 

2/3 
 

ayah 1/6 

   13   
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2. Seorang meninggal dunia meninggalkan Ahli waris ibu, 1 anak 

perempuan, 1 saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan, 

dengan harta peninggalan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus 

lima puluh juta rupiah) maka Teknik perhitungan pembagian 

warisnya sebagai berikut : 

a. Penentuan ahli waris  

b. Tetapkan bagian hak 

c. Tentukan KPT nya (angka pembilang yang dapat membagi 

bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus 

pembahasan ini penetapan bagian dari ibu 1/6, 3 anak 

perempuan 1/2, dan 1 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara 

perempuan maka angka yang dapat membagi 6,2 adalah 6. 

(KPT) 

d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris 

1/6 x 6 =  1 bagian 

1/2 x 6 =  3 bagian 

2:1 (untuk 1 orang saudara lak-laki 2 bagian dan 2 orang 

saudara perempuan, mendapat perbandingan  1 bagian) 

e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya 

pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat) 

f. Cara perhitungan : 
Ibu 1/6 x  350.000.000 : 6 =                           58.333.333             

1 anak perempuan 1/2 x 350.000.000 : 6 =    175.000.000 

1 orang saudara laki-

laki                                                                

   58.333.333 

2 orang saudara 

perempuan                                                       

            @ 29.166.750 

(1 orang saudara lak-laki 2 bagian, dan 2 orang saudara 

perempuan mendapat perbandingan 1 bagian)  

 

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini : 
  

 
KPT Bagian 

TIRKAH 
(Dalam Rp) 

 

ibu 1/6  
6 
 

1 
3 

 
 

 

 
 
350.000.000 

    58.333.333 
 

175.000.000 
 

  58.333.333 
29.166.750 

Anak prm 1/2 
1 Saudara laki-laki 2:1 
2 Saudara 
perempuan 
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Pendahuluan 

Dalam kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran tidak bisa 

lepas dari kematian. Tidak ada seorangpun yang lahir di muka bumi 

ini tidak lepas dari kematian. Baik kelahiran maupun kematian 

seseorang di belahan dunia manapun tidak lepas dari akibat hukum. 

Dalam hal kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang 

disebut akibat hukum kewarisan. Kematian seseorang tidak hanya 

meninggalkan keluarga yang masih hidup tetapi juga meninggalkan 

harta benda yang dimilikinya namun perlu diwariskan kepada 

seseorang lainnya yang dianggap berhak. Inilah yang dikenal dengan 

istilah pewarisan. Pewarisan hanya terjadi karena kematian. 

Seseorang yang dinyatakan meninggal dunia atau mati dan 

meninggalkan harta benda dengan tujuan dibagi pada yang memiliki 

hak disebut sebagai pewaris, sementara orang dengan anggapan 

mempunyai hak dalam penerimaan dari pewaris disebut dengan ahli 

waris (Aini & Millati, 2021: 93-101) 
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Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan 

Soejadi dan pada saat meninggalnya Pewaris dan meninggalnya 

Soejadi mereka masih berstatus suami istri, serta selama 

pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat 

anak maupun pindah agama. 

 
Gambar 15.1: Bagan Ahli Waris dalam Permohonan Penetapan 

Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby 

Sumber: diolah penulis 

 

b. Ahli Waris yang Ada 

Pewaris selama berumah tangga dengan Soejadi telah 

dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama dan urutannya, 

sebagai berikut: 

1) Budi Waluyo bin Soejadi 

2) Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi 

3) Sri Wiludjeng P binti Soejadi 

4) Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi 

5) Sasmitoadi bin Soejadi 

6) Juli Surjaningati binti Soejadi 

7) Trisulistyaningati binti Soejadi 

 

 Atmosuadi 
(meninggal: 1970) 

Ayah Pewaris 

 
Aniek Atmosuadi  
binti Atmosuadi 

(meninggal: 1983) 

Pewaris 

 

1. Budi Waluyo bin Soejadi 
2. Drs. Eko Cahyo Budi  
Rumantyo bin Soejadi 

3. Sri Wiludjeng P binti Soejadi 
4. Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi 

5. Juli Surjaningati binti Soejadi 
6. Trisulistyaningati binti Soejadi 

 

 
Ahli Waris Non-Islam 

 
Sasmitoadi  
bin Soejadi 

Ahli Waris Islam 

 Soejadi 
(meninggal: 1981) 

Suami Pewaris 

 Sarineng 
(meninggal: 1961) 

Ibu Pewaris 
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dengan  sebuah  perkara  penetapan  pada  umumnya  yang  membahas 

mengenai    keputusan    pengadilan    atas    perkara    volunteer    

dimana  sebuah penetapan  pada  dasarnya dengan memohonkan yang 

berlawanan dengan hukum, tidak memakai kata  “Mengadili”  pada  

saat  persidangan  melainkan dengan  kata “Menetapkan”  di  sini  pun  

sama  dengan  Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 

4510/Pdt.P/2021/PA.Sby yang membahas mengenai wasiat wajibah 

terhadap  anak  non  Islam sebagai ahli waris dalam  hal  ini  juga  

majelis  hakim memberikan  tanggapan  mengenai  cara  majelis  hakim  

memberikan  penetapan yang sesuai dengan perkembangan hukum 

yang ada. 
Pertimbangan   keadilan   dan   egaliter, “faktor   ini   dalam 

pembagian  harta  waris  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya 

wasiat  wajibah  dikarenakan  banyak  dari  penetapan  atau  putusan  

pengadilan   agama  yang   selalu   menggunakan   faktor   ini   sebagai 

acuan untuk  menetapkan  atau  memutuskan  sebuah kasus waris 

beda agama di pengadilan agama.” 

 

 

 

 

 

************ 
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Pendahuluan 

Waris dalam bahasa Arab adalah “waraaa yariau mirâaan” yang 

artinya berpindahnya sesuatu kepada orang lain (Rini, 2016). Kata 

waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dalam hukum 

kewarisan dan dapat berarti pula proses (Amir, 2004).  

Dalam hukum waris, yang dimaksud dengan subjek adalah orang 

yang menerima warisan, dan tata cara adalah peralihan harta warisan 

dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.  

Hukum waris Islam disebut juga faraid, bentuk jamak dari kata farida, 

yang berasal dari kata dasar fardun yang berarti kewajiban (M. Idris, 

2004). Faridah sebagai mahr (benda) mengacu pada apa yang 

ditetapkan, yaitu bagian-bagian warisan dalam Islam yang ditetapkan 

dalam al-Qur'an dan hadits (Amir, 2004). 

Dasar hukum waris dalam al-Qur'an hanya terbatas pada 

beberapa surat dan ayat saja, biasanya terdapat pada surat an-Nisa 

(4). Dikarenakan keterbatasan tersebut, maka Hadits Nabi muncul 

sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut, membuka pintu 
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memiliki anak dan istri karena pewaris selama hidupnya tidak 

pernah menikah dengan wanita manapun, dan juga tidak pernah 

mengangkat seorang anak angkat. Kemudian salah seorang 

saudara kandung pewaris mengajukan upaya hukum permohonan 

Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Samarinda dan 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama Samarinda yang menetapkan 

bahwa saudara pewaris tersebut adalah satu-satunya ahli waris 

yang sah dari pewaris. Namun kedua orang keponakan pewaris 

keberatan dengan hal tersebut, karena merasa orang tuanya juga 

merupakan saudara kandung dari pewaris sehingga sah dan 

berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris. Sehingga kedua keponakan pewaris tersebut mengajukan 

Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Samarinda agar 

Pengadilan menyatakan kedua orang keponakan tersebut 

merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Setelah melalui 

proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan amar putusan dengan 

memperbaiki penetapan ahli waris yang sudah ada sebelumnya 

dengan menetapkan kedua orang keponakan pewaris dan saudara 

kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak 

menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. 

 

2. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Perkara Nomor 

103/Pdt.G/2024/PA.Llg., tanggal 20 Mei 2024 

Perkara ini bermula ketika seorang seorang pewaris yang 

merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maupun 

keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan 

sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris 

islam. Dalam perkara tersebut saudara kandung dari Almarhumah 

istri yang berjumlah 8 (delapan) orang bersengketa merebutkan 

harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Awal mula sengketa 

waris tersebut terjadi karena 3 (tiga) orang saudara kandung 

pewaris menguasai harta warisan almarhumah pewaris dan tidak 

memberikan bagian kepada saudara kandung yang lainnya. 

Kemudian pihak yang tidak menguasai harta warisan mengajukan 

Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau agar 
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Pengadilan menyatakan 8 (delapan) orang saudara kandung 

pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan 

berhak atas peninggalan harta warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para 

pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau 

menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan 8 (delapan) orang 

saudara kandung pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah 

dari pewaris dan menolak gugatan terkait pembagian harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. 

 

3. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 

3015/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2024 

Perkara ini bermula ketika seorang seorang pewaris yang 

merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maupun 

keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan 

sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris 

islam. Diketahui kedua pewaris tersebut selama masa hidupnya 

telah mengangkat seorang anak laki-laki. Dalam perkara tersebut 

saudara kandung dari Almarhum suami yang berjumlah 7 (tujuh) 

orang bersengketa merebutkan harta warisan peninggalan pewaris 

tersebut. Terhadap harta warisan peninggalan pewaris tersebut, 

belum jelas apakah anak angkat berhak atau tidak menerima harta 

warisan dari pewaris, sehingga 7 (tujuh) orang saudara kandung 

pewaris mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama 

Lubuk Pakam agar Pengadilan dapat memberikan putusan seadil-

adilnya. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para 

pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam 

menjatuhkan amar putusan bahwa 7 (tujuh) orang saudara 

kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak 

menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan anak 

angkat dari pewaris mendapatkan hak sebesar 1/25 sebagai wasiat 

wajibah. 

 

 

************* 
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